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Kelancaran dan keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat tergantung dari pajak 

daerah karena hal tersebut merupakan sumber keuangan pokok bagi suatu daerah. Seperti 

dilihat dalam struktur APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pajak daerah merupakan 

penopang terbesar dalam penerimaan daerah. Pembangunan infrastruktur, biaya 

pendidikan, biaya kesehatan dan pembangunan fasilitas publik yang dibiayai dari Pajak 

Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah juga merupakan salah satu 

bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. 

Sejalan dengan visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu memberikan 

Pelayanan Yang Profesional Dalam Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah serta upaya 

melaksanakan salah satu misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu 

Mengembangkan Sistem Teknologi Informasi Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak 

dan retribusi. Penggunaan TIK dilaksanakan guna mendukung program Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta untuk membuat kota Jakarta menuju City 4.0 dimana pemerintah berperan sebagai 

collaborator dan warga sebagai co-creator. Sejalan dengan hal tersebut, peran teknologi 

sangat penting pada kerangka dan pondasi dalam sistem pendapatan daerah salah satunya 

adalah pajak daerah melalui penguatan sistem informasi dan bisnis proses, peningkatan 

integrasi layanan dan administrasi perpajakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Login Aplikasi Pajak Online 
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1. Akses Aplikasi Pajak Online pada Web Browser, menggunakan URL yang telah 

diberikan. Pada saat penulisan Manual Pengguna ini, Aplikasi dapat diakses di URL 

https://pajakonline.jakarta.go.id/login  

 

2. Tampil Halaman Pengguna Login Aplikasi Pajak Online, pilih Form Login tipe 

Wajib Pajak/PPAT kemudian masukkan Username/email dan Password akun Pajak 

Online.  
 

3. Kemudian untuk proses awal, login sebagai Akun Wajib Pajak. Masukkan data 

akun dan tekan tombol Masuk 

 
Gambar 1. Halaman Login Aplikasi Pajak Online 

 

4. Apabila Username/email dan Password sesuai, akan tampil Halaman Dashboard 

Aplikasi Pajak Online. 

 
Gambar 2. Halaman Dashboard Aplikasi Pajak Online 

 

B. Informasi Data Pelayanan 

 

https://pajakonline.jakarta.go.id/login


 
5 

1. Pada Bar Navigasi (Sisi Kiri), pilih Menu Jenis Pajak dan pilih Pajak BPHTB 

 

2. Akan menampilkan Halaman Modul Pajak BPHTB, pada Halaman ini 

menampilkan Data Permohonan Pelayanan Pajak BPHTB 

 
Gambar 3. Halaman Modul Pajak BPHTB 

 

3. Pada kolom Detail Data Permohon Pelayanan, terdapat icon – icon dengan detail 

fungsi sebagai berikut : 

 

a. Icon Detail (Detail Pelayanan) : Untuk melihat detail informasi Pelayanan 

yang telah didaftarkan 

b. Icon Surat (Pesan Petugas) : Untuk melihat pesan yang diberikan oleh 

petugas terkiat perbaikan Data dan Dokumen 

   
Gambar 4. Halaman Data Pelayanan Pajak BPHTB 

 

 

 

 

 

 

 

C. Modul Pelayanan E-BPHTB (SK Kaban – Pengenaan 0%) 

 

Untuk membuat Perhomonan Pelayanan 

Pajak BPHTB 
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1. Permohonan Objek Pajak BPHTB – Pengenaan 0% 

 
1. Untuk mengajukan permohonan pelayanan BPHTB (Pengenaan 0%), Wajib Pajak 

diwajibkan untuk mengikuti persyaratan permohonan dengan detail sebagai berikut 

:  

 
Gambar 5. Informasi Persyaratan Permohonan BPHTB – Pengenaan 0% 

 

2. Kemudian pada Bar Navigasi (Sisi Kiri), pilih menu Jenis Pajak dan pilih sub 

menu BPHTB 

 

3. Akan menampilkan Halaman Modul Pelayanan BPHTB, tekan tombol Daftar 

BPHTB 
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Gambar 6. Halaman Modul Pelayanan BPHTB 

 

4. Akan menampilkan Halaman Periksa Data Pembayaran PBB, masukkan data NOP 

PBB dan tekan tombol Cari, maka akan menampilkan 2 Hasil dengan kondisi 

sebagai berikut : 

  

a. Apabila terdapat tagihan, maka tidak dapat melanjutkan proses Daftar 

BPHTB dan diwajibkan untuk menyelesaikan tagihan PBB terlebih dahulu 

 

b. Apabila tidak terdapat tagihan, kemudian tekan tombol  Formulir BPHTB 

 

 
Gambar 7. Halaman Periksa Data Pembayaran PBB 

 

5. Akan menampilkan Halaman Form SSPD, kemudian pada Form, masukkan data 

dengan detail sebagai berikut : 
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a. Data SSPD – Bagian Subjek Pajak 

 

• Pilih Jenis : Orang Pribadi / Badan 

• Masukkan NIK Wajib Pajak, tekan tombol Cari 

• Menampilkan data Wajib Pajak, jika data belum terdaftar akan 

menampilkan Pop Up Form Input Data Wajib Pajak 

• Jika data Wajib Pajak telah terdaftar, dapat mengisi data di bagian 

selanjutnya 

 
Gambar 8. Form SSPD – Bagian Subjek Pajak 

 

b. Data SSPD – Bagian Objek Pajak 

 

• Kawasan  

• Jalan*  

• Blok/No  

• RT/RW*  

• Kabupaten/Kota*  

• Kecamatan*  

• Kelurahan*  
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Gambar 9. Form SSPD – Bagian Objek Pajak 

 

c. Data SSPD – Bagian Perhitungan BPHTB Terhutang 

 

• Jenis Pajak* : Objek Pajak 

• Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan* 

• Jenis NJOP* 

• Harga Transaksi / Nilai Pasar* (Nominal < 2M) 

• Tanah (Bumi)* (Luas x NJOP PBB / m2)  

• Bangunan* (Luas x NJOP PBB / m2)  

• Tanah (Bumi) Bersama* (Luas x NJOP PBB / m2) 

• Bangunan Bersama* (Luas x NJOP PBB / m2) 

 
Gambar 10. Form SSPD – Bagian Perhitungan BPHTB Terhutang 
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d. Data SSPD – Bagian Perhitungan BPHTB 

 

• Checklist Ajukan Pengenaan 0% (Nol Persen) BPHTB untuk 

NPOP di bawah 2M (PERGUB 126/2017) 

 
Gambar 11. Form SSPD – Bagian Perhitungan BPHTB 

 

e. Data SSPD – Bagian Pemberi Hibah 

 

• Jenis Pemberi Hibah* : Perorangan / Badan 

• NIK Pemberi Hibah (Isi NPWP untuk Badan)*  

• NPWP Pemberi Hibah  

• Nama Pemberi Hibah* 

• Alamat Pemberi Hibah 

 

6. Cek kesesuaian Data dan tekan tombol Simpan 

 
Gambar 12. Form SSPD – Bagian Pemberi Hibah 

 

 

 

 

 

7. Akan menampilkan Halaman Form Tambah Permohonan Pelayanan, kemudian 

pada Form, masukkan data dengan detail sebagai berikut :  
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a. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Pengenaan 0%) – Bagian Informasi 

Akta & Hak dan PPAT 

 

• Jenis Akta* 

• Tanggal Akta* 

• Nomor Akta* 

• Jenis Surat Hak* 

• Tanggal Surat Hak* 

• Nomor Surat Hak* 

• Tanggal Diterimanya Akta Pemberian Hak 

 

• NIK PPAT* 

• NPWP PPAT* 

• Nama PPAT* 

 
Gambar 13. Form Tambah Permohonan Pelayanan (Pengenaan 0%) – Bagian Akta & Hak dan PPAT 

 

b. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Pengenaan 0%) – Bagian Unggah 

Dokumen 

 

- File yang di input tidak boleh lebih dari  3MB 

- File yang di input harus berformat (JPG, JPEG, PNG, PDF) 

 

• KTP untuk WP orang pribadi atau akta pendirian/perubahan untuk 

WP Badan * 

• Surat Kuasa bermaterai (Jika pembayaran dan/atau Pelaporan 
BPHTB dikuasakan) 

• KTP Penerima Kuasa (Jika pembayaran dan/atau Pelaporan 
BPHTB dikuasakan) 

• Foto Objek Pajak 

• Sertipikat Tanah 

• Akta Hibah 

• KK atau Akta kelahiran untuk WP orang pribadi atau dokumen lain 
yang dipersamakan dengan itu* 

• Surat Permohonan Pengenaan BPHTB 0%* 
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• Surat Pernyataan WP belum pernah memperoleh ha katas tanah 
dan atau Bangunan* 

• Dokumen Pendukung Lainnya 1, 2, 3 

•  
- Catatan :  

 

• (*) Wajib diisi  

• Surat Pernyataan dilengkapi dengan materai 

 

 
Gambar 14. Form Tambah Permohonan Pengenaan 0% – Bagian Unggah Dokumen 

 

8. Cek kesesuaian Data dan tekan tombol Simpan 

 

9. Menampilkan Notifikasi Permohonan Berhasil 

 

 
Gambar 15. Notifikasi Permohonan Berhasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Permohonan Pelayanan yang telah disubmit akan di verifikasi oleh Petugas. Setelah 

proses verifikasi selesai, dokumen SSPD sudah dapat dicetak 
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Gambar 16. Dokumen SSPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Modul Pelayanan E-BPHTB (SK Kaban - Pengurangan) 
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1. Permohonan Objek Pajak BPHTB – Pengurangan 

 
1. Untuk mengajukan permohonan pelayanan BPHTB (Pengurangan), Wajib Pajak 

diwajibkan untuk mengikuti persyaratan permohonan dengan detail sebagai berikut 

:  

 
Gambar 17. Informasi Persyaratan Permohonan BPHTB – Pengurangan 

 

2. Kemudian pada Bar Navigasi (Sisi Kiri), pilih menu Jenis Pajak dan pilih sub 

menu BPHTB 

 

3. Akan menampilkan Halaman Modul Pelayanan BPHTB, tekan tombol Daftar 

BPHTB 
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Gambar 18. Halaman Modul Pelayanan BPHTB 

 

4. Akan menampilkan Halaman Periksa Data Pembayaran PBB, masukkan data NOP 

PBB dan tekan tombol Cari, maka akan menampilkan 2 Hasil dengan kondisi 

sebagai berikut : 

  

a. Apabila terdapat tagihan, maka tidak dapat melanjutkan proses Daftar 

BPHTB dan diwajibkan untuk menyelesaikan tagihan PBB terlebih dahulu 

 

b. Apabila tidak terdapat tagihan, kemudian tekan tombol  Formulir BPHTB 

 

 
Gambar 19. Halaman Periksa Data Pembayaran PBB 

 

5. Akan menampilkan Halaman Form SSPD, kemudian pada Form, masukkan data 

dengan detail sebagai berikut : 
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a. Data SSPD – Bagian Subjek Pajak 

 

• Pilih Jenis : Orang Pribadi / Badan 

• Masukkan NIK Wajib Pajak, tekan tombol Cari 

• Menampilkan data Wajib Pajak, jika data belum terdaftar akan 

menampilkan Pop Up Form Input Data Wajib Pajak 

• Jika data Wajib Pajak telah terdaftar, dapat mengisi data di bagian 

selanjutnya 

 
Gambar 20. Form SSPD – Bagian Subjek Pajak 

 

b. Data SSPD – Bagian Objek Pajak 

 

• Kawasan  

• Jalan*  

• Blok/No  

• RT/RW*  

• Kabupaten/Kota*  

• Kecamatan*  

• Kelurahan*  
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Gambar 21. Form SSPD – Bagian Objek Pajak 

 

c. Data SSPD – Bagian Perhitungan BPHTB Terhutang 

 

• Jenis Pajak* : Objek Pajak 

• Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan* 

• Jenis NJOP* 

• Harga Transaksi / Nilai Pasar* 

• Tanah (Bumi)* (Luas x NJOP PBB / m2)  

• Bangunan* (Luas x NJOP PBB / m2)  

• Tanah (Bumi) Bersama* (Luas x NJOP PBB / m2) 

• Bangunan Bersama* (Luas x NJOP PBB / m2) 

 
Gambar 22. Form SSPD – Bagian Perhitungan BPHTB Terhutang 
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d. Data SSPD – Bagian Perhitungan BPHTB 

 

• Pilih Pengurangan 

• Masukkan presentase Pengurangan : 25% atau 50% 

 
Gambar 23. Form SSPD – Bagian Perhitungan BPHTB 

 

e. Data SSPD – Penjual 

 

• Jenis Penjual * : Perorangan / Badan 

• NIK Penjual (Isi NPWP untuk Badan)*  

• NPWP Penjual  

• Nama Penjual 

• Alamat Penjual 

 

6. Cek kesesuaian Data dan tekan tombol Simpan 

 
Gambar 24. Form SSPD – Bagian Penjual 
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7. Akan menampilkan Pop Up Konfirmasi Buat Kode Bayar, tekan tombol Ya, Buat 

Kode Bayar! 

 
Gambar 25. Pop Up Konfirmasi Buat Kode Bayar 

 

8. Akan menampilkan Halaman Buat Kode Bayar, Cek kesesuain Data pada tab Data 

SSPD BPHTB. Jika sesuai, tekan tombol Next 

 
Gambar 26. Halaman Buat Kode Bayar – Data SSPD BPHTB 

 

9. Menampilkan Halaman Buat Kode Bayar – Tab Metode Pembayaran. Pilih 

Metode Pembayaran yang diinginkan 

 

a. Pilih Metode Pembayaran  

b. ATM/QRIS/Dan lain - lain 

c. Menampilkan Cara Pembayaran 

 

10. Tekan tombol Konfirmasi dan Proses 
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Gambar 27. Halaman Buat Kode Bayar – Metode Pembayaran 

 

11. Akan menampilkan Halaman Data Permohonan BPHTB, lakukan Langkah berikut 

: 

  

a. Tekan tombol Lihat Kode Bayar untuk menampilkan Invoice dan Kode 

Bayar 

 

b. User melakukan proses Pembayaran dan setelah proses pembayaran 

berhasil, pada data Permohonan tekan tombol Cek Pembayaran 

 

 
Gambar 28. Halaman Data Permohonan BPHTB 

 

12. Menampilkan Notifikasi Pembayaran Berhasil. Tekan tombol OK 

 
Gambar 29. Notifikasi Pembayaran Berhasil 
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13. Akan menampilkan Halaman Form Tambah Permohonan Pelayanan, kemudian 

pada Form, masukkan data dengan detail sebagai berikut :  
 

a. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Pengurangan) – Bagian Informasi 

Akta & Hak dan PPAT 

 

• Jenis Akta* 

• Tanggal Akta* 

• Nomor Akta* 

• Jenis Surat Hak* 

• Tanggal Surat Hak* 

• Nomor Surat Hak* 

• Tanggal Diterimanya Akta Pemberian Hak 

 

• NIK PPAT* 

• NPWP PPAT* 

• Nama PPAT* 

 
Gambar 30. Form Tambah Permohonan Pelayanan (Pengurangan) – Bagian Akta & Hak dan PPAT 

 

b. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Dokumen Pendukung) – Bagian 

Unggah Dokumen 

 

- File yang di input tidak boleh lebih dari  3MB 

- File yang di input harus berformat (JPG, JPEG, PNG, PDF) 

 

• KTP untuk WP orang pribadi atau akta pendirian/perubahan untuk 

WP Badan * 

• Surat Kuasa bermaterai (Jika pembayaran dan/atau Pelaporan 
BPHTB dikuasakan) 

• KTP Penerima Kuasa (Jika pembayaran dan/atau Pelaporan 
BPHTB dikuasakan) 

• Foto Objek Pajak 

• Sertipikat Tanah 

• Akta Jual Beli 

• Dokumen Pendukung Lainnya 1, 2, 3 
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- Catatan :  

 

• (*) Wajib diisi  

• Surat Pernyataan dilengkapi dengan materai 

 

 
Gambar 31. Form Tambah Permohonan (Pengurangan) – Bagian Unggah Dokumen 

 

c. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Pengurangan) – Bagian Unggah 

Dokumen 

 

- File yang di input tidak boleh lebih dari  3MB 

- File yang di input harus berformat (JPG, JPEG, PNG, PDF) 

 

• Bukti kepemilikan rusun* 

• Bukti pembayaran PPh* 

• Bukti pembayaran BPHTB* 

• Surat pernyataan perolehan rumah dari pengembang* 
 

- Catatan :  

 

• (*) Wajib diisi  

• Surat Pernyataan dilengkapi dengan materai 

 

 
Gambar 32. Form Tambah Permohonan (Pengurangan) – Bagian Unggah Dokumen Pengurangan 

 

14. Cek kesesuaian Data dan tekan tombol Simpan 

15. Menampilkan Notifikasi Permohonan Berhasil 
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Gambar 33. Notifikasi Permohonan Berhasil 

 

16. Permohonan Pelayanan yang telah disubmit akan di verifikasi oleh Petugas. Setelah 

proses verifikasi selesai, dokumen SSPD sudah dapat dicetak 

 

 
Gambar 34. Dokumen SSPD 

E. Modul Pelayanan E-BPHTB (SK Kaban - Pembebasan) 
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1. Permohonan Objek Pajak BPHTB – Pembebasan 

 
1. Untuk mengajukan permohonan pelayanan BPHTB (Pembebasan), Wajib Pajak 

diwajibkan untuk mengikuti persyaratan permohonan dengan detail sebagai berikut 

:  

 
Gambar 34. Informasi Persyaratan Permohonan BPHTB – Pembebasan 

 

2. Kemudian pada Bar Navigasi (Sisi Kiri), pilih menu Jenis Pajak dan pilih sub 

menu BPHTB 

 

3. Akan menampilkan Halaman Modul Pelayanan BPHTB, tekan tombol Daftar 

BPHTB 
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Gambar 35. Halaman Modul Pelayanan BPHTB 

 

4. Akan menampilkan Halaman Periksa Data Pembayaran PBB, masukkan data NOP 

PBB dan tekan tombol Cari, maka akan menampilkan 2 Hasil dengan kondisi 

sebagai berikut : 

  

a. Apabila terdapat tagihan, maka tidak dapat melanjutkan proses Daftar 

BPHTB dan diwajibkan untuk menyelesaikan tagihan PBB terlebih dahulu 

 

b. Apabila tidak terdapat tagihan, kemudian tekan tombol  Formulir BPHTB 

 

 
Gambar 36. Halaman Periksa Data Pembayaran PBB 

 

 

 

 

5. Akan menampilkan Halaman Form SSPD, kemudian pada Form, masukkan data 

dengan detail sebagai berikut : 
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a. Data SSPD – Bagian Subjek Pajak 

 

• Pilih Jenis : Orang Pribadi / Badan 

• Masukkan NIK Wajib Pajak, tekan tombol Cari 

• Menampilkan data Wajib Pajak, jika data belum terdaftar akan 

menampilkan Pop Up Form Input Data Wajib Pajak 

• Jika data Wajib Pajak telah terdaftar, dapat mengisi data di bagian 

selanjutnya 

 
Gambar 37. Form SSPD – Bagian Subjek Pajak 

 

b. Data SSPD – Bagian Objek Pajak 

 

• Kawasan  

• Jalan*  

• Blok/No  

• RT/RW*  

• Kabupaten/Kota*  

• Kecamatan*  

• Kelurahan*  
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Gambar 38. Form SSPD – Bagian Objek Pajak 

 

c. Data SSPD – Bagian Perhitungan BPHTB Terhutang 

 

• Jenis Pajak* : Objek Pajak 

• Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan* 

• Jenis NJOP* 

• Harga Transaksi / Nilai Pasar* 

• Tanah (Bumi)* (Luas x NJOP PBB / m2)  

• Bangunan* (Luas x NJOP PBB / m2)  

• Tanah (Bumi) Bersama* (Luas x NJOP PBB / m2) 

• Bangunan Bersama* (Luas x NJOP PBB / m2) 

 
Gambar 39. Form SSPD – Bagian Perhitungan BPHTB Terhutang 
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d. Data SSPD – Bagian Perhitungan BPHTB 

 

• Checklist Pembebasan (PERGUB 103 TAHUN 2011) 

• Pilih presentase Pembebasan : 75% 

 
Gambar 40. Form SSPD – Bagian Perhitungan BPHTB 

 

e. Data SSPD – Penjual 

 

• Jenis Penjual * : Perorangan / Badan 

• NIK Penjual (Isi NPWP untuk Badan)*  

• NPWP Penjual  

• Nama Penjual 

• Alamat Penjual 

 

6. Cek kesesuaian Data dan tekan tombol Simpan 

 
Gambar 41. Form SSPD – Bagian Penjual 
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7. Akan menampilkan Pop Up Konfirmasi Buat Kode Bayar, tekan tombol Ya, Buat 

Kode Bayar! 

 
Gambar 42. Pop Up Konfirmasi Buat Kode Bayar 

 

8. Akan menampilkan Halaman Buat Kode Bayar, Cek kesesuain Data pada tab Data 

SSPD BPHTB. Jika sesuai, tekan tombol Next 

 
Gambar 43. Halaman Buat Kode Bayar – Data SSPD BPHTB 

 

9. Menampilkan Halaman Buat Kode Bayar – Tab Metode Pembayaran. Pilih 

Metode Pembayaran yang diinginkan 

 

a. Pilih Metode Pembayaran  

b. ATM/QRIS/Dan lain - lain 

c. Menampilkan Cara Pembayaran 

 

10. Tekan tombol Konfirmasi dan Proses 
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Gambar 44. Halaman Buat Kode Bayar – Metode Pembayaran 

 

11. Akan menampilkan Halaman Data Permohonan BPHTB, lakukan Langkah berikut 

: 

  

a. Tekan tombol Lihat Kode Bayar untuk menampilkan Invoice dan Kode 

Bayar 

 

b. User melakukan proses Pembayaran dan setelah proses pembayaran 

berhasil, pada data Permohonan tekan tombol Cek Pembayaran 

 

 
Gambar 45. Halaman Data Permohonan BPHTB 

 

12. Menampilkan Notifikasi Pembayaran Berhasil. Tekan tombol OK 

 
Gambar 46. Notifikasi Pembayaran Berhasil 
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13. Akan menampilkan Halaman Form Tambah Permohonan Pelayanan, kemudian 

pada Form, masukkan data dengan detail sebagai berikut :  
 

a. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Pembebasan) – Bagian Informasi 

Akta & Hak dan PPAT 

 

• Jenis Akta* 

• Tanggal Akta* 

• Nomor Akta* 

• Jenis Surat Hak* 

• Tanggal Surat Hak* 

• Nomor Surat Hak* 

• Tanggal Diterimanya Akta Pemberian Hak 

 

• NIK PPAT* 

• NPWP PPAT* 

• Nama PPAT* 

 
Gambar 47. Form Tambah Permohonan Pelayanan (Pembebasan) – Bagian Akta & Hak dan PPAT 

 

b. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Dokumen Pendukung) – Bagian 

Unggah Dokumen 

 

- File yang di input tidak boleh lebih dari  3MB 

- File yang di input harus berformat (JPG, JPEG, PNG, PDF) 

 

• KTP untuk WP orang pribadi atau akta pendirian/perubahan untuk 

WP Badan * 

• Surat Kuasa bermaterai (Jika pembayaran dan/atau Pelaporan 
BPHTB dikuasakan) 

• KTP Penerima Kuasa (Jika pembayaran dan/atau Pelaporan 
BPHTB dikuasakan) 

• Foto Objek Pajak 

• Sertipikat Tanah 

• Akta Jual Beli 

• Dokumen Pendukung Lainnya 1, 2, 3 
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c. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Pembebasan) – Bagian Unggah 

Dokumen 

 

- File yang di input tidak boleh lebih dari  3MB 

- File yang di input harus berformat (JPG, JPEG, PNG, PDF) 

 

• Surat Permohonan* 
 

- Catatan :  

 

• (*) Wajib diisi  

• Surat Pernyataan dilengkapi dengan materai 

 

 
Gambar 48. Form Tambah Permohonan (Pembebasan) – Bagian Unggah Dokumen Pembebasan 

 

14. Cek kesesuaian Data dan tekan tombol Simpan 

 

15. Menampilkan Notifikasi Permohonan Berhasil 

 

 
Gambar 49. Notifikasi Permohonan Berhasil 

 

 

 

 

16. Permohonan Pelayanan yang telah disubmit akan di verifikasi oleh Petugas. Setelah 

proses verifikasi selesai, dokumen SSPD sudah dapat dicetak 
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Gambar 50. Dokumen SSPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Modul Pelayanan E-BPHTB (SK Kaban – Non Terhutang) 

 



 
34 

1. Permohonan Objek Pajak BPHTB – Non Terhutang 

 
1. Untuk mengajukan permohonan pelayanan BPHTB (Non Terhutang), Wajib Pajak 

diwajibkan untuk mengikuti persyaratan permohonan dengan detail sebagai berikut 

:  

 
Gambar 51. Informasi Persyaratan Permohonan BPHTB – Non Terhutang 

 

2. Kemudian pada Bar Navigasi (Sisi Kiri), pilih menu Jenis Pajak dan pilih sub 

menu BPHTB 

 

3. Akan menampilkan Halaman Modul Pelayanan BPHTB, tekan tombol Daftar 

BPHTB 
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Gambar 52. Halaman Modul Pelayanan BPHTB 

 

4. Akan menampilkan Halaman Periksa Data Pembayaran PBB, masukkan data NOP 

PBB dan tekan tombol Cari, maka akan menampilkan 2 Hasil dengan kondisi 

sebagai berikut : 

  

a. Apabila terdapat tagihan, maka tidak dapat melanjutkan proses Daftar 

BPHTB dan diwajibkan untuk menyelesaikan tagihan PBB terlebih dahulu 

 

b. Apabila tidak terdapat tagihan, kemudian tekan tombol  Formulir BPHTB 

 

 
Gambar 53. Halaman Periksa Data Pembayaran PBB 

 

5. Akan menampilkan Halaman Form SSPD, kemudian pada Form, masukkan data 

dengan detail sebagai berikut : 
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a. Data SSPD – Bagian Subjek Pajak 

 

• Pilih Jenis : Orang Pribadi / Badan 

• Masukkan NIK Wajib Pajak, tekan tombol Cari 

• Menampilkan data Wajib Pajak, jika data belum terdaftar akan 

menampilkan Pop Up Form Input Data Wajib Pajak 

• Jika data Wajib Pajak telah terdaftar, dapat mengisi data di bagian 

selanjutnya 

 
Gambar 54. Form SSPD – Bagian Subjek Pajak 

 

b. Data SSPD – Bagian Objek Pajak 

 

• Kawasan  

• Jalan*  

• Blok/No  

• RT/RW*  

• Kabupaten/Kota*  

• Kecamatan*  

• Kelurahan*  
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Gambar 55. Form SSPD – Bagian Objek Pajak 

 

c. Data SSPD – Bagian Perhitungan BPHTB Terhutang 

 

• Jenis Pajak* : Non Objek Pajak 

• Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan* 

• Jenis NJOP* 

• Harga Transaksi / Nilai Pasar* 

• Tanah (Bumi)* (Luas x NJOP PBB / m2)  

• Bangunan* (Luas x NJOP PBB / m2)  

• Tanah (Bumi) Bersama* (Luas x NJOP PBB / m2) 

• Bangunan Bersama* (Luas x NJOP PBB / m2) 

 
Gambar 56. Form SSPD – Bagian Perhitungan BPHTB Terhutang 
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d. Data SSPD – Bagian Perhitungan BPHTB 

 

• Cek kesesuaian Data 

 

6. Cek kesesuaian Data dan tekan tombol Simpan 

 
Gambar 57. Form SSPD – Bagian Perhitungan BPHTB 

 

7. Akan menampilkan Halaman Form Tambah Permohonan Pelayanan, kemudian 

pada Form, masukkan data dengan detail sebagai berikut :  
 

a. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Non Terhutang) – Bagian Informasi 

Akta & Hak dan PPAT 

 

• Jenis Akta* 

• Tanggal Akta* 

• Nomor Akta* 

• Jenis Surat Hak* 

• Tanggal Surat Hak* 

• Nomor Surat Hak* 

• Tanggal Diterimanya Akta Pemberian Hak 

 

• NIK PPAT* 

• NPWP PPAT* 

• Nama PPAT* 
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Gambar 58. Form Tambah Permohonan Pelayanan (Non Terhutang) – Bagian Akta & Hak dan PPAT 

 

b. Data Tambah Permohonan Pelayanan (Non Terhutang) – Bagian Unggah 

Dokumen 

 

- File yang di input tidak boleh lebih dari  3MB 

- File yang di input harus berformat (JPG, JPEG, PNG, PDF) 

 

• Asli dan/atau FC SSPD BPHTB yang telah dibayar 

• FC KTP Penerima Kuasa* 

• FC KTP Penjual dan Pembeli  KTP Penjual 

• FC KTP Penjual dan Pembeli KTP Pembeli 

• Surat Kuasa dari Wajib Pajak* 

• FC SPPT PBB atau Bukti Pembayaran* 

• FC Sertifikat Tanah dan Bangunan* 

• Lunas tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak 
sebelumnya 

• FC AJB/Risalah lelang/Akta Hibah/Akta Pengalihan* 

• Surat Pernyataan Transaksi Penjual dan Pembeli 

• FC NPWP* 

• FC Akta kelahiran dalam hal waris dan hibah 

• FC Surat Keterangan Waris 

• FC Kartu Keluarga (KK) dalam hal Waris 

• Foto Objek Pajak 

• FC SSP-PPH Final 

• FC Ijin Mendirikan Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan 
 
 

- Catatan :  

 

• (*) Wajib diisi  

• Surat Pernyataan dilengkapi dengan materai 
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Gambar 59. Form Tambah Permohonan Non Terhutang – Bagian Unggah Dokumen 

 

8. Cek kesesuaian Data dan tekan tombol Simpan 

 

9. Menampilkan Notifikasi Permohonan Berhasil 

 

 
Gambar 60. Notifikasi Permohonan Berhasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Permohonan Pelayanan yang telah disubmit akan di verifikasi oleh Petugas. Setelah 

proses verifikasi selesai, dokumen SSPD sudah dapat dicetak 
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Gambar 61. Dokumen SSPD 


